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KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBGN,

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimungkinkan
dilakukan perubahan APBD, yang diawali. dengan
penyusunan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA)serta-
prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan
apabila terjadi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi
pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam
KUA murni Tahun 2013;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD menjadi
pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga
konsistensi antara perencanaan dan = penganggaran,
perubahan RKPD Tahun 2013 menjadi landasan penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas serta Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2013 untuk
menyusun Perubahan APBD Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2013
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
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Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851); '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Y



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 20C6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pedoman PelaksanaanPeraturanPemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;



Menetapkan

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13, Seri E.7,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 41 seri D.1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2012 Nomor 25, Seri E.13).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2013

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25
Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2013, diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Bab II diubah sehingga berbunyi :

BAB 11
KEDUDUKAN

(1) Perubahan (RKPD) Tahun 2013 digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Perubahan
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPA-
SKPD) Tahun 2013;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam
rangka penyusunan Rencana Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013;

c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan.

(2) Perubahan (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2013
merupakan dokumen lanjutan dari (RKPD) Kabupaten
Cirebon Tahun 2013, yang disusun akibat terjadinya
perubahan asumsi- asumsi dari RKPD Tahun 2013,
meliputi; perubahan kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;



(3) Perubahan (RKPD) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Cirebon pada Tahun 2013 dengan

’ memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud
pada pasal 2.

2. Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi :

BAB IV
SISTEMATIKA

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Cirebon tahun 2013 disusun berdasarkan
sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN
BAB Il : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

() LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN

BAB Il : PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

p DAERAH
> BABV : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubahan (RKPD) Tahun 2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan yang mengatur

hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini,
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI CIREBON,
TTD
DEDI 8UPARD!

Diundangkan di S8umber
Pada tanggalj 18 ortever 2013

(") = SEKRETARIS\DAERAH KABUPATEN CIREBON b

l%’ DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR g SERI 1.4g
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Simbel ini digunakan
untuk menggambarkan
semua jenis
penyimpanan dalam
bentuk data/file.

Simbol ini digunakan
untuk menggambarkan
perpindahan aktivitas
dalam satu halaman.

O Konektor

Simbol ini digunakan
untuk menggambarkan

. Konektor perpindahan aktifitas
N dalam halaman yang
: berbeda.
BSimbol ini digunakan
e——— . . untuk menggambarkan
« Garis Alir
B — arah proses
pelaksanaan kegiatan.
t 4
BUPATI CIREBON,
y ¢td
DEDI EUPARDI
Diundangkan di Sumber
Pada tanggal
# SEKRETARIH DAERAH KABUPATEN CIREBON, }
: ‘YDUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN

, NOMOR SERI
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